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KRISIS EKONOMI DAN KEWAJIBAN
KONTRAKTUAL DEBITOR
DALAM PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
Siti Anisah!!!

1. Pengantar

Krisis yang terjadi di suatu negara dapat berpengaruh secara langsung ataupun
tidak langsung kepada negara-negara lain, baik yang berada pada belahan dunia
yang sama maupun berbeda, misalnya, krisis di Thailand yang mulai terjadi pada 2
uli 1997.1 Krisis ini merambat dan berimbas ke negara-negara lain dengan cepat. Di
Indonesia, inilah awal mula terjadinya krisis moneter pada Juli 1997, yang berlanjut
pada krisis ekonomi, dan pada akhirnya menjadi krisis multi dimensi, yang berujung
pada Reformasi 1998.

Krisis ekonomi sering berpengaruh terhadap debitor. Debitor akan mengalami
kesulitan untuk melaksanakan kewajiban kontraktualnya. Ketika ini terjadi, dapatkah
debitor meminta penundaan atau pengurangan atas kewajiban yang dimilikinya?
Apa dasar hukum yang dapat diajukan untuk itu? Bagaimana pengadilan niaga
menyelesaikan kesulitan pembayaran kewajiban oleh debitor akibat krisis ekonomi?
Sebelum membuat putusan, apakah majelis hakim perlu menelisik penyebab krisis;
apakah penyebabnya bukan sesuatu yang kebetulan terjadi atau tidak dapat dihindari?
Dengan perkataan lain, apakah ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban
kontraktual oleh debitor itu seharusnya telah dapat diantisipasi sebelum terjadinya
krisis."”!

I Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

1 Krisis ini berawal dari turunnya nilai tukar Thailand, yaitu Bath ketika dibebaskan ikatannya dari Dolar Amerika Serikat dan
diserahkan kepada mekanisme pasar

3 Tlustration Database, Krisis Ekonomi Th. Il No. 1 Februari 1998, hlm. 6. Di Indonesia krisis moneter yang selanjutnya
berubah menjadi krisis ekonomi pada pertengahan 1997, terjadi karena banyak faktor penyebab dan menyisakan banyak
persoalan. Penyebab itu, antara lain, pihak perbankan telah mengadakan perubahan suku bunga bank secara sepihak tanpa
memberitahukan terlebih dahulu kepada para nasabahnya, Pada saat perjanjian kredit dibuat, disepakati suku bunga bank
sebesar 16 % per tahun. Namun, setelah terjadi krisis moneter, suku bunga bank naik menjadi 21% sampai 24 % per tahun. Hal
ini menandakan bahwa pihak nasabah berada pada pihak yang dirugikan karena kedudukan nasabah berada pada posisi yang
lemah (low bargaining posisition). Illustration Database, op. cit.,hal .8-9.
Selain itu, ditemukan pula bahwa penyebab dari krisis Indonesia 1997 bukanlah semata-mata karena fundamental ekonomi
Indonesia yang selama ini lemah, melainkan terutama karena utang swasta luar negeri yang telah jatuh tempo dalam waktu
vang hampir bersamaan dalam jumlah yang sangat besar. Sebagian besar pembayaran utang itu dengan menggunakan nilai
tukar Dolar Amerika Serikat. Besarnya permintaan terhadap nilai tukar Dolar Amerika Serikat pada saat yang bersamaan,
menyebabkan mata uang ini mengalami overshooting yang sangat jauh dari nilai nyatanya. Lepi T. Tarmidi, *Krisis Moneter
Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran,” Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Maret 1999, him. 3, dalamhttp://
www.bi.go.id/NR/rdonlyres/42 75A 160-FIC2-4EB0-9604 C55B96FC07C6/3015/bempvol Ine4mar, pdf, Akses 26 November
iz




2. Metamorfosa Hukum Kepailitan dalam Menyelesaikan Kewajiban Debitq,

Perusahaan

Penyelesaian kasus kepailitan dan sengketa dagang lainnya menjadi kompeteng
Pengadilan Niaga. Hukum kepailitan modern telah menawarkan kepada debitor yany
tidak mampu membayar utangnya (dan persyaratan lainnya terpenuhi) untuk memili,
dinyatakan pailit, atau diberikan penundaan pembavaran. Dengan adanya pernyataay
pailit, hubungan kontraktual antara kreditor dan debitor akan diakhiri. Melalui st
umum, harta debitor pailit akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban debito;
termasuk kewajiban kontraktualnya. Bila debitor diberikan Penundaan Kewajibap
Pembayaran Utang (PKPU), ia dapat melakukan perdamaian, untuk menundy
mengurangi, atau merestrukturisasi utang-utangnya, berdasarkan atas kesepakatan
dengan para kreditornya. Namun, jika proses pencapaian perdamaian ini tidak berhagj|
atau perdamaian yang telah disepakati tidak dopat dilaksanakan, hukumnya adalah
debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Tujuan kepailitan seperti itu, yaitu melikuidasi aset-aset yang dimiliki oleh
debitor untuk keuntungan para kreditornya dalam perkembangannya telah mengalami
perubahan di banyak negara. Undang-Undang Kepailitan menjadi instrumen penting
untuk mereorganisasi dan melanjutkan usaha debitor ketika mengalami kesulitan
keuangan."! Praktik di Belanda tampak sejalan de nganserangkaian perubahan Undang-
Undang Kepailitan di negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia,
dan Jerman."! Beberapa negara tersebut mengarahkan Undang-Undang Kepailitan
kepada sebuah proses yang diciptakan untuk memaksimalkan nilai on -going business
dan mempertahankan keuntungan sosial yang diberikan oleh eksistensi bisnis, serta
mempertahankan nilai yang dimiliki oleh kreditor.” Tujuan dari insolvensi perusahaan
(corporate insolvency), antara lain, untuk memperbaixi perusahaan, memaksimalkan
pengembalian kepada para kreditor, memberikan sistem vang adil sesuai dengen
tingkatan tagihan, serta mengenali penyebab kegagalan perusahaan, dan menjatuhkan
sanksi terhadap manajemen yang bersalah sehingga menyebabkan perusahaan pailit.”

4 W.W. McBryde, et. al, eds., Principle of European Insolvency Law, Deventer: Kluwer, 2003, hlm. 488: Thomas E. Plank, “Book
Review: Bankruptcy Professionals, Debtor [ominance, and the Fature of Bankruptcy: A Review and A Rhapsody on A Theme:
Debt's Dominion: A History of Bankruptcy Law In America 1€ Bank. [ew [ 337 (2002}, him. 336.

5 Philip R. Wood., Principles of International Insolvency, London; Sweet & Maxwell, 1995, him, 4 - 7: Nathalie Martin, “Common-
Law Bankrupicy Systems: Similarities and Differences” 11 An. Bunkr Just. [ Rev E7(2003), him. 404 - 405,

6 David A. Skeel, Jr, “An Evolutionary Theory of Corporate Law and Curporate Bankruptey!” 5/ Vand, L. Rev. 1325 (Okicher
1998), hlm. 1341 - 1343; Paul B. Lewis, “Trouble Dovm undsr Son . noughts on the Australian-American Corparate
Bankruptcy Divide,” 200/ Utah L. Rev, 149, 2001, hin:, 191; Harry Raiak, “Rescue Versus Liquidation in Central and Eastern
Europe” 33 Tex. Int'f LS. 157, 1948, hlm. 163.

7 Roy M. Goode, Principles of Corporate Insolvency Law, London: Sweet & Yiawall, 1997, hix. 23 - 28,
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Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa tujuan undang-undang
kepailitan dibuat tidak hanya untuk melindungi kepentingan kreditor dan debitor,
melainkan juga kepentingan para pihak yang terkait dengan kreditor dan debitor atau
stakeholders.") Perlindungan terhadap stakeholders mempunyai suatu tujuan imperatif,
yaitu bisnis harus dijalankan sedemikian rupa agar hak dan kepentingan stakeholders
;!jperhatikan, dihargai, dan dijamin dalam suatu kegiatan bisnis. Hal ini disebabkan
berbagai pihak itu dipengaruhi dan dapat memengaruhi keputusan dan tindakan bisnis.'!
Kreditor mempunyai stakeholders yang tidak berbeda dengan debitor. Jika krediior
mempunyai piutang yang tidak dapat ditagih, maka kreditor dapat pula pailit.""
Namun, perlindungan terhadap kepentingan kreditor dan stakeholdersnya tidak
boleh sampai merugikan kepentingan debitor dan para siakeholdersnya.!'"! Disinilah
pentingnya asas keseimbangan kepentingan kreditor, debitor, dan stakeholders dalam
kepailitan.

3. Kewajiban Kontraktual Debitor ketika Terjadi Krisis Ekonomi dalam

Putusan-Putusan Pengadilan Niaga

Konsep perubahan Undang-Undang Kepailitan yang dilakukan di beberapa

negara di dunia sebagaimana dipaparkan di atas, belum diadopsi ke dalam perubahan
Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, khususnya terhadap debitor perusahaan.
Namun, berdasarkan penelusuran terhadap putusan-putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
maupun yang berkekuatan tetap di Mahkamah Agung, majelis hakim lebih banyak
menunda daripada mengakhiri kewajiban kontraktual debitor, khususnya ketika
terjadi krisis ekonomi. Namun, terdapat beragam pendapat majelis hakim dalam
penyelesaian kewajiban kontraktual debitor itu.

3.1. Kreditor mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada debitor,
selanjutnya debitor mengajukan PKPU dengan dalil krisis ekonomi, dan
dikabulkan oleh majelis hakim. Ini terdapat dalam Badan Penyehatan
Perbankan Nasional v. PT Davomas Abadi, Tbk."?

oo

Donald R. Korobkin, “Rehabilitating Values: A Jurisprudence of Bankruptey,” 97 Colum. L. Rev. 717, 1991 , hlm. 763 - 765;
David G, Carlson, “Bankruptcy Theory and the Creditors’ Bargain,” 61 U Cin. L. Rev. 453, (1992), him. 475 - 478; Elizabeth
Warren, “The Untenable Case for Repeal of Chapter 117 F02 Yale [ J. 437 (1992); Elizabeth Warren, “Bankruptcy Policy,”
34U Chi L. Rev. 775, 1987, him. 788,

9 Lihat A Sony Keraf, Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya, Yogyakarta: Kanisius, 1998, him. 89.

10 Sutan Remy Sjahdeini,“Tanggapan terhadap Perpu Kepailitan Nomor 1 Tahun 19987, Makalah, Jakarta: 13 Juli 1998, him. ‘i
Lihat pula Sutan Remy Sjahdeini, “Perlindungan Debitor & Kreditor Dampak Undang-Undang Kepailitan terhadap Perbankan’,
furnal Hukum Bisnis, Vol. 54, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1995, hlm. 4 - 6.

11 Lihat Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan Mernaami Faillissementsverordening Juncto Undang- Undang No. 4 Tahun 1998,
Jakarta: Grafiti, 2002, hlm, 43 - 45.

12 Putusan PKPU Pengadilan Niaga, dalam Badan Penyehatan Perbankan Nasi

I v. PT Davomas Abadi, Tbk., No. 02/
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Dalam kasus ini, Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat menggunakan alasan pembelaan debitor atas permohonan
pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor. Alasan itu adalah
debitor memiliki utang kepada lebih dari satu kreditor, utang-utang
tersebut ada yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jumlah utang
debitor kepada para kreditor diperkirakan sebesar 57.570.745,0
Dolar AS dan Rp 43.012.500.000,00. Debitor sampai saat permohonan
pernyataan pailit diajukan masih berupaya menyelesaikan kewajiban-
kewajibannya kepada para kreditor. Namun, debitor mengalam;
gangguan pembayaran yang disebabkan oleh krisis ekonomj
berkepanjangan sejak pertengahan 1997. Kegiatan operasional
perusahaan debitor masih berjalan sangat baik dengar total aset PT
Davomas Abadi Tbk. sebesar Rp 577.464.016.796,00 serta piutang
terhadap pihak ketiga sebesar Rp 73.25.335.000,00. Debitor masih
melihat adanya kemungkinan perusahaan dapat dijalankan apabila
diberikan tenggang waktu untuk menunda pembayaran utang serta
penjadwalan kembali pembayaran utang sebagaimana terdapat
dalam proposal perdamaian.

Sejak awal debitor mengajukan permohonan penundaan kewajiban
pembayaranutangdengan alasan debitor masih mengupayakan pembayaran
kepada kreditor, walaupun mengalamibeberapa keterlambatan akibat krisis
ekonomi serta tagihan milik debitor kepada pihak ketiga yang terlambat
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serta tagihan milik debitor kepada pihak ketiga yang terlambat
dibayarkan. Berdasarkan proyeksi dan gambaran kelangsungan usaha
debitor berkeyakinan perusahaan debitor masih dapa: berjalan dan
akan dapat membayar utang-utangnya apabila diberikan tenggang
waktu yang cukup untuk menunda pembayaran sebagaimana telah
diajukan dalam proposal perdamaian. Pengadilan Niaga menerima
permohonan PKPU sementara pada 10 Juli 2000 dan pada 22 Agustus
2000, dari 27 kreditor yang diakui piutangnya oleh debitor dengan
jumlah tagihan keseluruhan sebesar Rp 122.510.981.351,03 hadir
dalam rapat kreditor sebanyak 19 kreditor dengan jumlah piutang
sebesar Rp 121.305.198.358,10 yang secara aklamasi memberikan
suara setuju pemberian PKPU tetap, guna memberikan kesempatan
kepada kreditor, debitor, dan pengurus untuk mempertimbangkan
dan menyetujui perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan
selanjutnya. Pada 15 November 2000 dilakukan rapat kreditor
membahas tentang rencana perdamaian, hadir 20 kreditor dengan
jumlah piutang sebesar Rp 121.310.162.358,03 dari 27 kreditor yang
diakui piutangnya dengan jumlah Rp 122.505.024.851,03 secara
aklamasi menerima dan menyetujui usulan rencana perdamaian.
Selanjutnya perjanjian perdamaian yang telah disetujui oleh para
kreditor disahkan oleh Pengadilan Niaga pada 29 November 2000.[13!

dibayitkan. Tii terdanat dalim 2T Wendo Ci BT Wond- C: | 3.3. Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri
Menurut debitor, berdasarkan proyekel dan gambaran kelungsangen | o e i ALl i i
_ e : 1 oleh kreditor karena debitor tidak mampu mengajukan bukti yang
gzazfrg:;jizab:ke}tfa?na? Pemsahaa;-r}lya;];ast dapat berjalan ian asan | menguatkan dalilnya bahwa ia mengalami kesulitan keuangan akibat
- a apaoilz 1K 4 i an ! I i 7 v S .
UE ; ky 4 adg - angbnyq pa E FREGIATL teln}glg?g “kd niiyidi g | krisis ekonomi. Ini terdapat dalam Minto Trading Limited v. PT Aria Hasta
up :ln udmer?un a pembayaran sebagaimana telah diajukan dalam ‘ Piramindo ™
proposal perdamaian. , P £ . 5
erm an ini berawal dar eluarkannya Surat San
PT Wendy Citrarasa selaku debitor mengajukan PKPU karena | .Dhon i B l dlk- 4 ; > .
el 7S becdlieh Tonk p bagi ; dab iand | oleh PT Aria Hasta Piramindo, selaku debitor yang kemudian dimiliki
4 Ly ¥ | - . ” " . . .
t i et ed}tor.h ém uren, z]mh se a{,,l;n u i&nﬁ, suda Ja{;‘g oleh Minto Trading Limited, selaku kreditor. Adapun besarnya nilai
SII;P[O an p;lf itagih dengan jumla u];dng p24k‘3 3'14:]’{.45;’ - surat sanggup tersebut 20.600.000,00 Dolar AS yang diterbitkan 2
wilatlozmn;is; al;:-inbgeii?jiagetef:;:,ba:;zr:nkjba:pljri:i S]:}tﬁi | Januari 1996 dan jatuh tempo pada 2 Januari 1997. Pertimbangan
P b P S KrIss ekor | majelis hakim, antara lain, kreditor adalah pemegang Surat Sanggup
| e —

PKPU/2000/ P! Niaga/Tkt. Pst. P Ao o At e e Apadi | 13 Putusan Pengadilan Niaga, dalam PT Weady Citrarasa v. PT Wendy Citrarasa, No. 01b/PKPU/2000.

Thbk Pe:):‘l?)hona:m]fen]zyata;n ;Tﬂ;:—' poel::\:“l-an1;;:":1?1?”-‘1;!::;H‘;2{:;:l P;::li'a;:in g?ﬁ;:efuﬁaiﬁl&il ;:dm::)n:‘iimha(: i = i!(usan Pengadilan Niaga dalam Minio 'I'jnzdmg Limited v. PI' Aria Hasta Piramindo, No. 63/Pilit/2000/PN Niaga/Jkt. Pst.

s serupa ini dapat dilihat dalam Milter Managenent Limited v, PT Aryaputra Graha, Putusan Pengadilan Niaga No, 64/

Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt Pst., dan No, 02/PKPU/ 1998/PN.Niaga/Jkt.Pst Pailit/2000/PN, Niagal JkLPst
satlit/ 2l FE N L I-‘!ga st
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No.08/HPG/PN/01/1997 yang diterbitkan oleh debitor pada 2 Janugay
1997 senilai US$16.500.000,00 yang jatuh tempo 2 Januari 199§
Debitor menolak dalil kreditor karena dengan adanya krisis ekonon;
debitor tidak dapat melunasi kewajibannya, selain itu debitor tidak
me:miliki kreditor lain. Namun, debitor tidak mampu mengajukay
bukti yang menguatkan daliinya. Tentang adanya kreditor lain, vaiy
Parkway Trading Ltd., selaku pemegang Surat Sanggup No. 09/HP(y
PN/01/97 senilai 1.000.00¢,00 Dolar AS yang diterbitkan oleh debitor
telah terbukti di persidangan. Semua svarat pokok dalam ketentuan
kepailitan terpenuhi, sehingga debitor dinyatakan pailit. Terhadap

Putusan Pengadilan Niaga ini, debitor tidak melakukan upaya
hukum. |

3.4. Debitor secara sukarela mengajukan dirinya pailit pada tahun 2007, dengan
alasan krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997. Terhadap permohonay
ini majelis hakim Pengadilan Niaga mengabulkan, dengan pertimbangan
bahwa persyaratan permohonan pernyataan pailit dalam Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 terpenuhi. Ini terdapat dalam PT
Bintuni Minaraya Tbk v. PT Bintuni Minaraya Thk 13!

Debitor mengajukan PKPU, karena sejak terjadi krisis
moneter pada 1997, serta keadaan yang tidak kondusif pada
wilayah Indonesia Bagian Timur, yaitu kerusuhan di Kepulauan
Maluku, gejolak politik di Papua tahun 1999, Padahal, kedua
Provinsi tersebut merupakan daerah operasi usaha Pemohon, serta
adanya kenaikan harga BBM, telah berdampak pada kemampuan
perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya secara
berkesinambungan, karena ongkos operasi dan ongkos pemeliharaan
menjadi naik dua sampai lima kali lipat, Ini menyebabkan modal dan
cadangan perusahaan habis terpakai, yang berakibat perusahaan
mengalami kesulitan keuangan dan menderita kerugian cukup besar.
Sebagai kelanjutan usaha, Pemohon telah mencari dana pinjaman
dari Para Kreditor melalui Perjanjian Kredit dengan jangka waktu
tertentu, namun karena iklim perekonomian yang tidak mendukung,
menyebabkan usaha Pemohon tetap tidak dapat diperbaiki, dan
kerugian semakin besar.

Pemohon merupakan perusahaan yang bergerak di bidang
Perikanan, Industri dan Perdagangan. Sejak terjadi krisis moneter

15 Putusan Pengadilan Niaga dalam PT Bintuni Minaraya Tbk v. PT Bintuni Minaraya Thk, No. 23/Pailit/ 3007/PN Niaga. [kt Pst.
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pada 1997, serta keadaan yang tidak kondusif pada wilayah
Indonesia Bagian Timur yaitu kerusuhan di Kepulauan Maluku,
dan gejolak politik di Papua tahun 1999 yang mana kedua Propinsi
terscbut merupakan daerah operasi usaha Pemohon, kenaikan
harga BBM, telah berdampak pada kemampuan perusahaan untuk
mempertahankan kelangsungan usahanya secara berkesinambungan,
karena ongkos operasi dan ongkos pemeliharaan menjadi naik dua
sampai lima kali lipat, sehingga modal dan cadangan perusahaan
habis terpakai, yang berakibat perusahaan mengalami kesulitan
keuangan dan menderita kerugian cukup besar. Sebagai kelanjutan
usaha, Pemohon telah mencari dana pinjaman dari Para Kreditor
melalui Perjanjian Kredit dengan jangka waktu tertentu. Namun,
karenaiklim perekonomian yang tidak mendukung, usaha Pemohon
tetap tidak dapat diperbaiki, dan kerugian semakin besar.

Kerugian yang diderita Pemohon selama bertahun-tahun
tercermin dalam Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang
berakhir tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 yang diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik menyatakan bahwa kemampuan perusahaan dan
anak perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya
sangat diragukan schingga mengakibatkan Pemohon tidak dapat
lagi melanjutkan usahanya dan harus mengajukan permohonan
pernyataan pailit. Majelis mengabulkan permohonan Pemohon
Pailit dengan alasan berikut ini. Sesuai dengan bukti, yaitu Redisconto
Wesel-wesel Ekspor Berjangka terbukti bahwa Pemohon memiliki
utang kepada PT Sejahtera Bank Umum (dalam likuidasi) sebesar
11.924.440,80 Dolar AS dan sudah harus dibayar lunas pada tanggal
26 Januari 2000. Dengan demikian Pemohon terbukti memiliki utang
uang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam permohonannya
Pemohon telah mengakui memiliki utang kepada BNP Peregrine
Holding Limited qq BNP Equities Asia Limited sebesar US$40,000,000
berdasarkan bukti, yaitu Perjanjian Secured Registered Floating Rate
Notes Subscription Deed beserta dendanya hingga total utang adalah
US$ 49,561,095.12; utang kepada Good Asia International Limited
sebesar US$ 15,260,507 berdasarkan Perjanjian Akte Cessie tanggal
25 Oktober 2002; utang kepada Winstar Universal Ltd sebesar US$
12,582,980 berdasarkan Akta Pengakuan Utang tanggal 15 September
2003; Utang kepada Maruha Corp., sebesar Yen 85,499,603; dan utang
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3.5

kepada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa sebesar
Rp 7.738.290.898,00. Berdasarkan bukti-bukti yang tersebut, makg
terbukti bahwa Pemohon mempunyai utang kepada Para Kreditor
Dengan demikian permohonan vemohon Pailit telah memen.ml;jl
ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Ter(‘iapat putusan Mahkamah Agung yang memberikan PKPU kepad,
debitor, meskipun debitor tidak mengajukannya, sehingga debitor
tidak dinyatakan pailit. Dalam kasus ini, majelis hakim memperhatikay
ke‘pemingan perusahaan sebagai debitor dan kepentingan kreditor sécara
seimbang serta memberikan debitor kesempatan untuk dapat melanjutkan
us:ahanya_ Meski tidak mengajukan PKPU secara formal, terdapat kreditor
lain yang merasa keberatan jika debitor dinyatakan pailit. Ini terdapa
dalam Ssangyong Engineering ¢ Construction Co. Ltd. v PT Citra Jimbaray
Indah Hotel I'!
Permohonan berawal dari PT Citra Jimbaran Indah Hotel selaky
debitor telah berutang pada Ssangyong Engineering & Construction
Co. Lid. selaku kreditor sebesar 5.979.863,06 Dlar AS yang terdiri
dari utang pokok sebesar 5.862.610,84 DOlar AS dan bunga sebesar
117.252,22 Dolar AS. Utang tersebut bersumber dari Construction

Contract pembangunan sebuah Hotel Bali Inter Continental Resort _

milik debitor yang pembangunannya telah dilaksanakan oleh
Krgditor. Namun, debitor belum membayar lunas semua kewajiban
debitor pada kreditor meskipun telah ditegur secara tertulis beberapa
kali. Pengadilan Niaga menolak permohonan pernyataan pailit
yang diajukan oleh kreditor dengan pertimbangan utang dalam
permohonan ini bukanlah utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
I ayat (1) Undang- Undang No. 4 Tahun 1998, sebab utang dalam
konteks kepailitan haruslah diartikan sebagai utang yang bersumber
pada hubungan hukum pinjam-meminjam uang dan tidak meliputi
b.?t'{tuk wanprestasi lain yang tidak bersumber dari konstruksi hukum
pinjam-meminjam uang.

Mahkamah Agung pada tingkat kasasi menibatalkan putusan
Pengadilan Niaga dan mengabulkan permohonan pernyataan pailit
dengan pertimbangan keberatan-keberatan yang diajukan oleh
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kreditor dalam permohonan kasasi dapat dibenarkan. Mahkamah
Agung berpendapat, utang adalah janji absolut untuk membayar
sejumlah uang tertentu pada waktu yang ditentukan, atau dapat
juga diartikan sebagai suatu kewajiban seseorang untuk membayar
sejumlah uang kepada orang lain. Pengertian utang dalam hukum
kontrak adalah setiap kewajiban untuk membayar sejumlah uang
tanpa mempersoalkan apakah kewajiban itu timbul berdasarkan
perjanjian pinjaman uang secara tunai, tetapi meliputi segala bentuk
kewajiban pembayaran uang oleh salah satu pihak kepada pihak lain.
Selain itu, pengertian utang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang
No.4 Tahun 1998 tidak dapat ditafsirkanlain dengan pengertian utang
dalam pagal-pasal lain dalam undang-undang yang sama. Pasal 237
ayat (2) Undang-Undang Ne 4 Tahun 1998 secara tegas menyatakan
gaji dan biaya lain yang timbul dalam hubungan kerja menjadi utang
harta debitor. Dengan demikian, utang dalam permohonan ini yang
berupa kewajiban debitor membayar sejumlah uang kepada kreditor
sebagai pembayaran sisa nilai pekerjaan pembangunan Hotel Bali
Inter Continental Resort adalah utang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998.1"7!

Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali menyatakan
majelis hakim kasasi telah mengabaikan bunyi penjelasan umum
dari makna yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi
Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, di mana secara esensial
ditentukan bahwa kepailitan penerapannya harus diselesaikan secara
adil dalam arti memperhatikan kepentingan perusahaan sebagai
debitor atau kepentingan kreditor secara scimbang. Potensi dan
prospek dari usaha debitor harus pula dipertimbangkan secara baik
jika debitor tersebut masih mempunyai potensi dan prospek, sehingga
merupakan tunas-tunas yang masih dapat berkembang. Kondisi itu
seharusnya masih diberi kesempatan untuk hidup dan berkembang.
Oleh karena itu, penjatuhan pailit merupakan wltimum remidium "

Debitor memiliki usaha hotel berbintang lima bernama Hotel
Bali [ntercontinental Resort berlokasi di kawasan wisata Pulau Bali.

17 Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, dalam Ssangyong Engincering & Construction Go. Ltd v. PT Citra fimbaran
Indah Hotel, No. 27 KN/ 1999,

{ 18 Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali, Ssangvong Engineering o Construction Co. Ltd v. PT Citra

fimbaran [ndah Hotel, No. 24 PK/N/1999.

16 Putusan Pengadilan Niaga, dalii Ssangyong Engineeri C ion Ci T Citra Ji
Pai]ju’19§9;PNINiagn;]k[?P5r__ L Ssangyong Engineering ¢ Construction Co. Ltd v PT Citra Jimbaran Indah Hotel, No. 41!
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Kawasan tersebut selama terjadi krisis ekonomi dan keuangan reajf
tidak terpengaruh, justru sehaliknya telah menuai keuntungan day
selisih kurs nilai tukar antara rupiah dan Dolar Amerika .Sr:rika[
Potensi dan prospek tersebut telah dimiliki oleh debitor, hai iy;
terbukti dengan adanya keberatan dari kreditor lainnya, yaitu Bank
Negara Indonesia dan Bank Bun: Daya yang merasa kepentinganny,
dirugikan jika debitor dinyatakan pailit. Piutang yang dimiliki oleh
P'I" Bank Bumi Daya dan PT Bank Negara Indonesia Tbk adalay
kurang lebih Rp 610.000.000.000,00 vang jumlahnya jauh lebih besa,
jika dibandingkan dengan piutang kreditor pemohon pernyatag,
pailit yang berjumlah 5.979.863,06 Dolar AS dengan adanya <upa\'a
keberatan untuk menjatuhkan pailit terhadap debitor ﬂlehfkredit;)r
lain dan telah dilakukannya restrukturisasi utang terhadap debitor
serta hotel debitor masih memiliki potensi dan prospek untu
berkembang dan selanjutnya dapat memenuhi kewajibannya kepada
seluruh kreditor di kemudian hari sehingga debitor bukan merupakan
a debtor ishopelessly in debt.

3.6. Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak permohonan

pernyataan pailit. Penolakan ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada
tingkat kasasi, sehingga debitor dinyatakan pailit. Selanjutnya Mahkamah
Agung pada tingkat peninjauan kembali membatalkan putusan kasasi,
dengan salah satu pertimbangannya adalah hukum kepailitan bertujuan
untuk menciptakan keseimbangan kepentingan antara debitor, kreditor,
dan kepentingan umum. Pendapat ini terdapat dalam Rodney Alexander
Bothwell v. PT WRS Indonesia.!"” l
Permohonan ini berawal dari permohonan pernyataan pailit
yang diajukan oleh Rodney Alexander Bothwell, kreditor selaku
pekerja, PT WRS Indonesia selaku debitor sebagai akibat debitor
tidak membayar gaji kreditor sebagaimana telah dipcrjanjikan dalam
personal loan agreement. Akibat krisis ekonomi dj Indonesia kreditor
dan debitor telah sepakat melalui perjanjian penundaan anuitas per
1 Januari 1998, dilakukan penundaan pembayaran 50% dari gaji
kreFiitq}“ yang terutang. Perjanjian penundaan anuitas merupakan
perjanjian utang-piutang antara debitor dengan kreditor. Dengan
demikian, debitor mempunyai utang kepada kreditor, dengan
tenggang waktu sampai | Desember 1999,

—_—

iZp

utusan Pengadilan Niaga, dalam Rodney Alexander Bothwell v BT Wi Indoniesia, No. 77 Pailit! Z000/PN Niaga/Tkt.Pst,

—_—

| HUKUM EKOMOMI INDONESLA ERMAN RAJAGUKGUK 70 TAHUN

Pengadilan Niaga menolak permohonan pernyataan pailit
dengan pertimbangan utang debitor belum jatuh tempo. Meskipun
berdasarkan Agreement of Defered Annuity, yang menyatakan,
antara lain, bagian yang tertunda terkumpul dari gaji Bothwell akan
jatuh tempo dan akan dibayarkan secara penuh oleh debitor pada 1
Desember 1999. Terdapat pula personal loan agreement yang dibuat
16 Agustus 2000 antara Umar Suwandi selaku pemberi pinjaman
dan Rodney Bothwell selaku penerima pinjaman yang mengatur
dalam hal tuntutan Bothwell untuk gaji yang belum dibayar oleh
PT WRS Indonesia sepenuhnya dalam waktu dua tahun kalender
sejak perjanjian. Walaupun personal loan agreement tersebut bersifat
pribadi, karena perjanjian tersebut mengatur juga soal utang-piutang
antara debitor dengan kreditor, maka apa yang diatur dalam personal
loan agreement tersebut mengikat sebagai undang-undang. Dan,
karena dalam personal loan agreement pembayaran gaji yang belum
dibayar oleh debitor adalah dalam waktu dua tahun kalender sejak
perjanjian, maka jatuh tempo utang debitor kepada kreditor adalah
16 Agustus 2002 bukan 1 Desember 1999.

Mahkamah Agung pada tingkat kasasi menerima keberatan
kreditor dan menyatakan debitor PT WRS Indonesia pailit dengan
pertimbangan sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Judex
facti, bukti-bukti P-5 dan P-6 telah dapat membuktikan adanya
utang debitor kepada kreditor yang jatuh waktu pada 1 Desember
1993. Sedangkan, personal loan agreement 16 Agustus 2000 adalah
perjanjian antara Umar Suwardi dengan kreditor, dan dari rumusan
ketentuan dalam personal loan agreement yang dimaksud dengan dua
tahun kalender sejak perjanjian bukanlah tanggal jatuhnya waktu
dan dapat ditagihnya utang debitor kepada kreditor, melainkan
pengaturan hubungan hukum antara pemberi jaminan, yaitu Umar
Suwandi dengan kreditor manakala tuntutan kreditor atas gaji
kreditor masih belum dibayar oleh PT WRS Indonesia. Dengan
demikian, utang debitor kepada kreditor telah jatuh waktu dan dapat
ditagih pada 1 Desember 1999.12"

Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali
menyatakan majelis kasasi telah melakukan kesalauan dengan
pertimbangan, pada prinsipnya hukum kepailitan bertujuan untuk

20 Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, dalam Rodney Alexander Bothwell v PT WRS Indonesia, No. 36 K/N/200
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menciptakan keseimbangan kepentingan antara debitor, kreditor
maupun kepentingan umum. Kepentingan debitor berupa keinginan
untuk meneruskan usaha tanpa harus mengalami pailit tetap
tetap dapat membayar utangnya. Kepentingan kreditor adalah
menginginkan pengembalian utang secepatnya atau semaksima]
mungkin. Kepen- tingan umum adalah menciptakan kenyamanap
dalam berusaha, memberhentikan perusahaan yang memang tidak
dapat diselamatkan dan mempertahankan atau menyelamatkan suaty
perusahaan yang patut atau pantas untuk diselamatkan. Oleh karena
itu, majelis hakim peninjauan kembali berpendapat tidak semua
utang dapat dinyatakan pailit. Persengketaan yang timbul dalam
permohonan ini adalah mengenai wanprestasi dalam hubungan
icerja, vang dilakukan oleh debitor selaku majikan dari kreditor,
Permasalahan wanprestasi ini sebaiknya diselesaikan terlebih
dahulu secara perdata karena perjanjian tersebut dibuat berdasarkan
kontrak kerja vang pembuktiannya tidak mudah. Ditinjau dari segi
keadilan, adalah tidak adil jika suatu perusahaan yang mempunyai
potensi dan prospek yang masih diharapkan untuk berkembang baik,
harus dipailitkan karena tidak membayar gaji kepada salah seorang
pegawainya.l!

Pemohon PKPU dengan iktikad baik masih ingin tetap melakukan
pembayaran utang kepada para kreditor walaupun tengah mengalami
krisis dan terdapat selisih nilai tukar Rupiah dengan Dollar Amerika
Serikat yang sangat memengaruhi kemampuan Pemohon dalam melunasi
kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Ini terdapat dalam PT Kurnia
Musi Plywood Industrial Co., Ltd v. PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co,
Ltd 122
Pemohon PKPU merupakan perusahaan yang menjalankan
kegiatan usaha di bidang industri perkayuan, perdagangan,
pembangunan jasa, pertanian, angkutan, dan pertambangan,
termasuk tidak terbatas pada industri plywood dan venner. Pemohon
mengakui dan bertanggung jawab sepenuhnya atas semua kewajiban
yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit. Pemohon PKPU
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dengan iktikad baik masih ingin tetap melakukan pembayaran
utang kepada para kreditor walaupun tengah mengalami krisis serta
selisih nilai tukar Rupiah dengan Dolar Amerika Serikat yang sangat
memengaruhi kemampuan Pemohon dalam melunasi kewajibannya
sesuai dengan kesepakatan. Majelis hakim berpendapat dengan
adanya pernyataan dari Pemohon yang mengakui bahwa Pemohon
masih memiliki kemampuan untuk melunasi utang-utangnya yang
sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pemohon dapat membayar
semua kewajibanuya apabila diberikan kesempatan dan waktu
yang cukup dengan cara sebagaimana tersebut dalam rencana
Perdamaian. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 224 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 beralasan bagi majelis untuk
mengabulkan permohonan PKPU sementara selama 40 hari.

3.8. Debitor mengajukan PKPU, dengan dalih krisis ekonomi mengakibatkan

kenaikan tingkat suku bunga yang sangat tajam serta depresiasi mata uang
Rupiah, dan secara langsung menyebabkan perolehan hasil usaha pemohon
menurun dengan tajam. Hal ini mengakibatkan Pemohon belum memiliki
kemampuan untuk membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo
dan dapat ditagih kepada para kreditornya. Namun, pemohon masih
beritikad baik untuk bertanggung jawab terhadap semua kewajibannya dan
Pemohon telah mengerjakan seluruh upaya untuk merestrukturisasi utang.
[ni terdapat dalam PT Ciputra Development v. PT Ciputra Development.”””
Pemohon mengajukan permohonan PKPU dengan berdasakan

pada ketentuan Pasal 222 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.
Pemohon merupakan perusahaan yang melakukan kagiatan usaha

di bidang pembangunan perumahan, perkantoran, pertokoan, dan
pusat niaga beserta fasilitas-fasilitasnya. Pemohon menjalankan usa-
hanya dengan memperoleh bantuan pembiayaan dari para kreditor

dan bantuan pembiayaan tersebut (kredit) dalam bentuk mata uang
Dolar Amerika Serikat yang kemudian dikonversi ke dalam Rupiah.,
Karena terjadi krisis ekonomi, mengakibatkan kenaikan tingkat suku
bunga yang sangat tajam serta depresiasi mata uang Rupiah, secara
langsung menyebabkan perolehan hasil usaha Pemohon menurun
tajam. Hal ini mengakibatkan Pemohon belum memiliki kemampuan

31 Putusan Mahk Ao 1, i 2

21 Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali, dalam Rodney Alexander Bothwell v. PT WRS Indonesia, No. 0
PK/N/2001. o o

22 Putusan Pengadilan Niaga delam 2T Kurnia Must Plywood Industrial Co., Ltd v PT. Kurnia Musi Plywood Industrial Co., Ltd,
No. 01/PKPLU/2005/PN Niaga. [kt Pst dan Na. 42/ Pailit/ 2005/PN . Niaga. [kt Pst.

untuk membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat

3 PT Ciputra Development v, PT Ciputra Development, No. 02/PKPU/2005/PN Niaga [kt Pst.
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ditagih kepada Para Kreditornya. Namun, Pemohon masih beritikyg
baik untuk bertanggung jawab terhadap semua kewajibannya dy,
Pemohon telah mengerjakan seluruh upaya untuk melakukap
restrukturisasi utang,

Majelis hakim berpendapat dengan adanya pernyataay
dari Pemohon yang mengakui mengenai utang-utang yang telsh
jatuh waktu dan dapat ditagih tetapi Pemohon masih memilik;
kemampuan untuk melunasi utang-utangnya tersebut dan tanggapay
dari para kreditor, PPrmohon dapat membayar semua kewajibanny,
apabila diberikan kesempatan dan waktu yang cukup dengan car,
sebagaimana tersebut dalam rencana Perdamaian. Berdasarkap
ketentuan dalam Pasal 224 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 37
Tahun 2004, majelis beralasan untuk mengabulkan permohonay
PKPU sewnentara selama 45 hari.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dikatakan bahwa majelis hakim Pengadilan

Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung menerima kesulitan pembayaran utang '!

akibat adanya krisis ekonomi sebagai alasan bagi debitor untuk menunda pembdvaran
utang kepada para kreditornya. Dalam Sangyong Engineering & Construction g
Ltd v. PT Citra Jimbaran Indah Hotel,* Majelis hakim agung memberikan PKPU,
meskipun kreditor maupun debitor tidak mengajukan permohonan secara formal
Pertimbangannya adalah debitor masih memiliki kemampuan finansial jika diberikan
kesempatan untuk menunda pembayaran utang yang dimilikinya. Dengan demikian,
adanya kesulitan yang dialami oleh debitor akibat krisis didorong oleh agar melakukan
negosiasi ulang untuk “mengadaptasikan” (merevisi) kontrak.

Terdapat putusan yang menolak alasan krisis ekonomi untuk mengonstruksi
ulang kewajiban kontraktual debitor, karena menurut majelis hakim debitor tidak
mampu mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil permohonannya. Dalam
Minto Trading Limited v. PT Aria Hasta Piramindo,"! pertimbangan hukum majelis
hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tegas menyatakan bahwa pihak yang mengalami

kesulitan untuk memenuhi isi kontrak, berhak untuk meminta renegosiasi kontrak |

kepada pihak lain dengan menunjukkan alasan-alasannya.
Selain itu, berlatar belakang krisis ekonomi, terdapat pertimbangan hukum
yang menggali doktrin keseimbangan untuk menunda kewajiban kontraktual debitor

24 Ssangyong Emgineering & Construc -
Kr/N/1999; No. 24 PK/N/ 15999,
25 Minto Trading Limited v. PT Ariz  Justa Piraminds, N, 634 Piiit/2000/PN. Niaga/fkt. Psi. Kasus serupa ini dapat ditihat dalim

Milter Martagement Limited v. PT Arvaputra Graha, Patusan Pengadilan Niaga No. 64/Paiiit/ 2000/ EN.Niaga/Jkt.Pst.

Co. Ltd v PT Citra jimbaran Indah Hotel, No. 41/Pailit/ 1999/PN. Niaga/Jkt. Pst; ho. 17
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palam Rodney Alexander Bothwell v. PT WRS Indonesia,® Majelis Mahkamah Agung
pada tingkat peninjauan kembali, mengoreksi pertimbangan majelis hakim kasasi.
\[aJeha hakim agung dalam peninjauan kembali, berpendapat bahwa pada prinsipnya
nukum kepailitan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kepentingan antara
debitor, kreditor, dan kepentingan umum. Kepentingan debitor berupa keinginan
untuk meneruskan usaha tanpa haras mengalami pailit tetapi tetap dapat membayar
atangnya. Kepentingan kreditor adalah menginginkan pengembalian utang secepatnya
atau semaksimal mungkin. Kepentingan umum adalah menciptakan kenyamanan
dalam berusaha, memberhentikan perusahaan yang memang tidak dapat diselamatkan
Jan mempertahankan atau menyelamatkan suatu perusahaan yang patut atau pantas
untuk diselamatkan. Oleh karena itu, majelis hakim peninjauan kembali berpendapat
ridak semua utang dapat dinyatakan pailit. Dapat dikatakan bahwa, melalui perkara
kepailitan, majelis hakim agung memberikan kesempatan kepada para pihak untuk
menyeimbangkan posisi mereka, ketika kesulitan dialami oleh debitor. Sementara itu,
debitor sesungguhnya masih memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajiban
jika diberi masa tangguh.

Terdapat putusan PKPU yang diberikan kepada debitor ketika mengalami krisis
ckonomi dengan pertimbangan bahwa debitor masih mempunyai “iktikad baik’, yaitu:
Pertama, PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co., Ltd v. PT Kurnia Musi Plywood
Industrial Co., Ltd,” “..Pemohon PKPU dengan iktikad baik masih ingin tetap
melakukan pembayaran utang kepada para kreditor walaupun tengah mengalami krisis
sertaselisih nilai tukar Rupiah dengan Dolar Amerika Serikat yang sangat memengaruhi
kemampuan Pemohon dalam melunasi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan”
Kedua, PT" Ciputra Development v. PT Ciputra Development.™ Debitor mengajukan
PKPU, karena akibat krisis ekonomi, kenaikan tingkat suku bunga yang sangat tajam
erjadi serta depresiasi mata uang Rupiah, dan secara langsung menyebabkan peroleh-
an hasil usaha Pemohon menurun tajam. Hal ini mengakibatkan Pemohon belum
memiliki kemampuan untuk membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan
dapat ditagih kepada Para Kreditornya. Namun, Pemohon masih beriktikad baik untuk
bertanggung jawab terhadap semua kewajibannya dan Pemohon telah mengerjakan
seluruh upaya untuk melakukan restrukturisasi utang.

* I['-'Eldr ey Alexander Bothwell v. PT WRS Indonesia, No. 77/Pailit/2000/PN Niaga/Jkt.Pst; No. 36 K/N/2000; dan Ne. 02
PE/N/ 2001,

I PI Kurnia Musi Piywood Industrial Co., Ltd v. PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co., Ltd , No. 01/PKPU/2005/PN. Niaga Jkt.
Pt dan No. 42/Pailit/ 2005/PN. Miaga Jkt.Pst.

8 PT Ciputra Development v. PT Ciputra Development, No. 02/PKPU/2005/PN. Niaga.Jkt.Pst.




4. Simpulan

Krisis ekonomi yang menyebabkan kesulitan bagi debitor untuk melaksanak,,
kewajibannya dapat dijadikan sebagai alasan untuk menunda, bahkan mengakhi;
kewajiban kontraktual yang dimiliki oleh debitor. Namun, ada berbagai kriteria "a:
harus ditaati oleh Pengadilan yang berwenang untuk itu yang diberlakukan l{e;atﬁ
para pihak dalam kontrak, lebih khususnya kepada pihak yang mendalilkan alasap iiuf
Berdasarkan penelusuran terhadap putusan-putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pygy
dan Mahkamah Agung, dapat ditemukan bahwa kewajiban kontraktual yang hapy
dilaksanakan oleh para pihak ketika terjadi krisis ekoromi dapat diklasifikasikap,
Pertama, Pengadilan Niaga menunda kewajiban kontraktual debitor, denga;
memberikan PKPU; Kedua, Pengadilan Niaga menunda kewajiban kontraktual debimr‘
dengan p0sdilan Niaga menunda kewajiban kontraktual debitor, dengan pertimbangs,
iktikad baik yang dimiliki oleh debitor; dan Keempat, Pengadilan Niaga mengakhir"
kewajiban kontraktual debitor dengan meayacakan debitor pailit. Ke depan, Ma;‘eii,-l
hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung seyogyanya terus menggali da

mengungkapkan sumber hukum tak tertulis (doktrin) dalam setiap putusan yape |

dihe_isilkannya, khususnya dalam menyelesaikan perkara terkait kewajiban kontrakty
debitor ketika terjadi krisis ekonomi. Ini telah diamanahkan dalam Pasal 8 ayat (6
huruf a Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, ‘
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